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BAB I

PENDAHULUAN
1.1 Latar belakang masalah
Peluang untuk menciptakan pemerintahan desa di Kabupaten Purwakarta yang berorientasi pada Good Governance sebenarnya dalam konteks transisi demokrasi seperti yang dialami oleh Bangsa Indonesia sekarang terbuka cukup lebar. Hal ini setidaknya didukung oleh kondisi sosial pasca otoritarianisme Orde Baru yang melahirkan masyarkat di desa secara bebas mengekpersikan gagasan – gagasan politiknya. Begitupula dukungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta dengan membentuk Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta melalui Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2004 tentang Pembentukan Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta.

Meskipun demikian, adanya perubahan sosial – politik dalam masa transisi demokrasi ini tidak dengan serta merta dapat merubah dalam sekejap wacana dan kinerja pemerintahan desa ke dalam visi demokratisasi dan good governance di Kabupaten Purwakarta. Sekalipun strukturnya mengalami perubahan, dimana saat ini Bagian Pemerintahan Desa tidak lagi bersatu dengan Bagian Pemerintahan Umum. Realitas ini memang tidak dapat dilepaskan sebagai bagian dari proses konstruksi sosial yang begitu mendalam sehingga membuat daya kognitif Pemerintah Kabupaten Purwakarta seringkali merasa kesulitan dalam membuat terobosan – terobosan baru yang senafas dengan semangat perubahan ketika berbenturan dengan kebijakan kepala desa. Kondisi ini sedikit banyak dipengaruhi pula oleh lemahnya human resourses di desa yang populasinya relatif kecil dan sangat terbatas. Sebab itu guna mendobrak kebekuan dan stagnasi sosial ini diperlukan terobosan dari kekuatan luar untuk bermitra atau saling bekerjasama dengan aktor – aktor dan lembaga – lembaga potensial di desa dalam melakukan perubahan sosial menuju kearah situasi yang lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya.

Dalam konteks ini pula Pemerintah Kabupaten Purwakarta melakukan upaya pemberdayaan melalui promosi dan pembinaan – pembinaan Good governance di desa, dengan suatu keyakinan bahwa perubahan sosial akan memiliki kekuatan yang berarti, bila terdapat “ rekayasa sosial “ atau “ Social engeneering antar kekuatan sosial yang sama – sama memiliki concern terhadap masa depan yang lebih baik, lebih demokratis dan lebih mensejahterakan kehidupan warganya. Sasaran utama dari proses pemberdayaan ini adalah aspek individual dan organisasional di kalangan pemerintahan desa. Tulisan ini akan mendeskripsikan problem – problem sosial yang dihadapi oleh pemerintahan desa, serta kegiatan – kegiatan yang diformulasikan dalam good governance sebagai bagian proses sosial untuk menjadikan good governance sebagai kesadaran, perspektif dan orientasi sosial dalam pelaksanaan pemerintahan desa.

Meskipun Undang – Undang 22 / 1999 dan Undang – Undang Nomor 32 / 2004 tentang Pemerintahan daerah pada tahap tertentu telah memfasilitasi proses desentralisasi dan demokratisasi, sehingga semangat otonomi dan demokrasi desa telah bangkit kembali. Namun demikian secara empirik otonomi dan demokrasi desa masih bekerja dalam berbagai keterbatasan. Keterbatasan itu berakibat jauh pada tidak tersedianya sarana bagi warga lokal untuk menyuarakan kepentinganya, terlibat dalam pengambilan keputusan serta sekaligus melakukan kontrol terhadap implementasi kebijakan yang telah dibuat, baik pada arus lokal 
( desa ) maupun supra desa. Keterbatasan ini nampak jelas dari sejumlah bukti empirik berikut ini :

Otonomi desa seringkali dipahami secara pragmatik sebagai bagian dari intergovermental autonomy, sehingga desentralisasi dan otonomi desa menggunakan pendekatan yang berpusat pada negara dengan menekankan  “ bureaucratic power oriented “ atau “ autonomy within bureaucracy “, bukan dengan pendekatan yang berpusat pada masyarakat. Otonomi desa secara sempit dipahami hanya sebagai milik pemerintah.Dengan kalimat lain, kebanyakan orang memahami bahwa pemilik desentralisasi adalah pemerintah desa, bukan local governance stake holders yang mencakup pemerintah, unsur masyarakat sipil, masyarakat politik dan masyarakat ekonomi.

Sebagai konsekuensi logis dari model dari autonomy within bureaucracy maka desentralisasi dan otonomi desa lebih banyak digerakan oleh regulasi ( peraturan ) dari atas daripada dibangkitkan oleh visi dan semangat masyarakat lokal dari bawah secara partisipatif. Pengedepanan pada regulasi ini menimbulkan akibat pada formalisasi politik desa, karena otonomi diartikan sebatas hanya pada membuat peraturan formal serta keharusan menegakan peraturan desa, bukan sebagai proses politik sehari – hari. Orientasi pada regulasi membuat otonomi desa tetap menjadi isu yang bias elite desa, karena regulasi secara substantif menyangkut soal kewenangan. Sedangkan urusan kewenangan dianggap sebagai otoritas pemerintah desa dan BPD.
Otonomi desa terjebak dalam perangkat format demokrasi liberatif – delegatif yang tidak selalu menjamin terwadahkannya kepentingan lokalitas dalam domain politik yang lebih luas. Model pendelegasian kepentingan yang dibangun oleh tradisi demokrasi perwakilan mempunyai sejumlah keterbatasan, termasuk apabila hal itu dikaitkan dengan kepentingan lokalitas. Keterbatasan itu antara lain : model demokrasi perwakilan sangat tergantung pada model kepartaian yang dianut. Apabila sistem kepartaian cenderung sentralistik dan oligarkis, maka demokrasi perwakilan tidak memungkinkan munculnya kepentingan lokalitas karena sesungguhnya hanya segelintir elit partai yang mengendalikan pemerintahan dan membuat keputusan. Dalam kondisi “ hukum besi oligarkis “ seperti ini sudah dapat dipastikan akan terjadi kesenjangan antara kepentingan lokalitas dengan kepentingan elit politik yang bernaung dibawah lembaga – lembaga demokrasi. Disamping itu, karakter sentralistik dalam kepartaian menyebabkan agenda politik lokal akan tidak begitu menarik dibandingkan dengan isu – isu pusat  ( nasional ). karena arena pergulatan politik yang sesungguhnya akan hanya berada di pusat bukan di tingkat lokal.

Di tingkat domestik desa, wacana otonomi desa bisa masuk kedalam perangkap arena bad governance ketika otonomi desa berjalan ditengah masih kuatnya struktur dan kultur birokratik desa. Padahal melalui politik birokratik desa inilah dimungkinkan kepentingan desa lebih menyuarakan kepentingan politik supra desa. Sejarah menunjukan bahwasannya desa sebagai entitas politik tidak sepenuhnya otonom. Pada masa pra kolonial, desa tidak lepas dari kuasa para patuh yang menguasai tanah apanage ( lungguh ) di des, yang dikuasakannya, dalam proses produksi dan supply wajib kerja, dijamin sepenuhnya oleh para bekel. Demikian pula pada jaman kolonial, pemerintah negara kolonial melalui politik reorganisasi desa serta memperkuat jaringan komprador, melakukan penaklukan terhadap desa dalam rangka memperlancar proses akumulasi kapital. Kemudian dilanjutkan pada masa pasca kolonial oleh rezim orde baru dengan politik memasukan negara ke desa melalui politik korporatisme negara dan birokratisasi desa. Kejatuhan rezim soeharto bukan berarti akhir dari proses politisasi atas otonomi desa melalui politik birokratik.

Otonomi desa menjadi persoalan ketika relasi antar kekuatan politik di desa tidak demokratis. Sebagai konsekuensi logis dari relasi kuasa yang timpang adalah adanya dominasi dari salah satu elemen politik desa, baik itu berasal dari kepala desa, pamong desa ataupun elite BPD, dalam merumuskan kepentingan desa. Sehingga akhirnya kepentingan yang disalurkan sebagai kepentingan desa adalah kepentingan dari segmentasi elite desa, bukan kepentingan ottentik desa. Dominasi terhadap “ suara desa “ tidak hanya bersumber dari institusi formal yang ada melainkan juga berasal dari kekuatan politik desa yang menggunakan jalur idegenisme ( cikal – bakal ), navitisme, kekerabatan ( trah ), jalur ideologi ataupun dari basis sosial – ekonomi, yang secara kuantitatif dan kualitatif sangat menentukan. Dengan demikian otonomi desa menjadi problematik ketika berada ditengah struktur oligarkis desa yang terbangun atas dasar pemilahan entitas kultur, agama, klan dan etnis.

Dalam memahami otonomi desa, masih banyak kalangan akademisi dan praktisi yang menggunakan logika serta indikator ekonomi dalam merumuskan konsep otonomi desa. Sehingga, dapat dikatakan konsep otonomi desa menjadi sangat bias ekonomi bukan lagi dilihat senbagai sebuah keputusan politis. Desa yang tidak mampu secara ekonomi melaksanakan otonomi desa disebutkan akan digabung dengan desa yang lain. Tentu saja hal ini menyiratkan bahwa otonomi desa masih dipandang sebagai Automoney dimana uang adalah segala – galanya bagi berbagai negara, otonomi selalui dimaknai otonomi secara politis. Paradigma berpikir yang merumuskan otonomi sebagai automoney semacam inilah yang terus dikembangkan dalam substansi maupun praktek penyelenggaraan kebijakan otonomi desa selama ini. Akibatnya, pemerintah lokal sibuk menggali sumber – sumber keuangan dengan cara mengekploitasi retribusi atau pungutan lainnya dengan dalih otonomi desa, yang sebenarnya semakin memberi beban kepada masyarakat. 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai permasalah pokok, yaitu bagaimana kepemimpinan kepala bagian pemerintahan desa sekretariat daerah dalam meningkatkan efektivitas kerja perangkatnya.untuk kajian tersebut peneliti mengangkat subjudul sebagai berikut “KEPEMIMPINAN KEPALA  BAGIAN DALAM MENINGKATKAN EFEKTIVITAS KERJA PERANGKAT BAGIAN PEMERINTAHAN DESA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA”. 
1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mengidentifikasikan beberapa masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana kepala bagian memberikan perintah dalam meningkatkan efektivitas kerja perangkat bagian pemerintahan desa sekretariat daerah kabupaten Purwakarta ?

2. Bagaimana Kepala Bagian memberikan pengarahan dalam meningkatkan efektivitas kerja perangkat bagian pemerintahan desa sekretariat daerah kabupaten Purwakarta ?

3. Bagaimana Kepala Bagian memberikan bimbingan dalam meningkatkan efektivitas kerja perangkat bagian pemerintahan desa sekretariat daerah kabupaten Purwakarta ?
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran kepemimpinan kepala bagian terhadap efektivitas kerja perangkat bagian pemerintahan desa sekretariat daerah kabupaten Purwakarta.
Adapun yang  menjadi tujuan Kuliah Kerja Lapangan ini adalah untuk mengetahui:

· Untuk mengetahui kepala bagian memberikan perintah dalam meningkatkan efektivitas kerja perangkat bagian pemerintahan desa sekretariat daerah Kabupaten purwakarta.
· Untuk mengetahui kepala bagian memberikan Pengarahan dalam meningkatkan efektivitas kerja perangkat bagian pemerintahan desa sekretariat daerah Kabupaten purwakarta

· Untuk mengetahui kepala bagian memberikan Bimbingan dalam meningkatkan efektivitas kerja perangkat bagian pemerintahan desa sekretariat daerah Kabupaten purwakarta

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penulis sendiri adalah untuk menerapkan ilmu yang telah diperoleh di bangku kuliah kepada masyarakat, yaitu untuk mengetahui pengaruh kepemimpinan kepala bagian terhadap efektivitas kerja perangkat bagian pemerintahan desa Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta
2. Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daearah Kabupaten Purwakarta adalah sebagai masukan dan informasi dalam meningkatkan efektivitas kerja perangkat.

3. Bagi pembaca adalah sebagai sumbangan pemikiran bagi rekan-rekan maupun pihak lain..
1.5 kerangka pemikiran

Unsur yang sangat penting dalam suatu organisasi adalah Pegawai, baik pada organisasi pemerintahan maupun swasta karena pegawai mempunyai peranan yang sangat kompleks, baik dari segi perencanaan, pelaksanaan maupun sebagai pengawasan. Tugas yang dibebankan kepada pegawai untuk mencapai tujuan organisasi cukup kompleks, untuk itu pegawai perlu mendapatkan pembinaan dan pengarahan dari atasannya atau pemimpin organisasi.

Dengan pengarahan dan pembinaan, diharapkan pegawai dapat melaksanakan tugas yang dibebankan suatu organisasi dengan baik sesuai target yang ditentukan.. 

Sedangkan M.Karyadi menyatakan tentang pengertian kepemimpinan sebagai berikut :

”kepemimpinan adalah sebagai suatu seni kemampuan untuk mempengaruhi prilaku manusia dan kemampuan untuk mengendalikan orang-orang dalam organisasi agar supaya mereka sesuai dengan prilaku yang diinginkan oleh pimpinan oraganisasi”(karyadi.1984:45).
Sondang P.Siagian mengemukakan pengertian kepemimpinan sebagai berikut:”Kepemimpinan adalah suatu kegiatan untuk mempengaruhi orang-orang agar dapat bekerja sama menuju kepada suatu tujuan tertentu yang mereka inginkan bersama”(Siagian, 1995:10). 
Pada akhirnya hasil pembinaan dan pengarahan dari pemimpin akan membawa pengaruh yang positif baik bagi pegawai maupun terhadap organisasi tersebut. 
 Sedangkan Soewarno Handayaningrat mengemukakan pengertian kepemimpinan sebagai berikut :

”Kepemimpinan adalah sebagai suatu proses dimana pimpinan digambarkan memberi perintah atau pengarahan, bimbingan atau mempengaruhi pekerjaan orang lain dalam memilih dan mencapai tujuan yang telah ditentukan atau ditetapkan ” (Handayaningrat,1984:65).

Berdasarkan uraian diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa kepemimpinan merupakan kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain agar dapat melaksanakan tugas atau pekerjaannya sesuai dengan yang diinginkannya. Seseorang dapat dikatakan sebagai pemimpin apabila dalam melaksanakan tugasnya ia dapat mempengaruhi orang lain sehingga dapat digerakan kepada pencapaian tujuan organisasi.

Dalam Pencapaian Efektivitas Peran Kepemimpinan berperan penting karena sebagai orang yang berwenang dan bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan sumber-sumber daya yang ada agar digunakan sepotimal mungkin, serta pembuat keputusan yang berhubungan dengan peningkatan efektivitas agara dapat terkendali serta dapat juga terwujudnya kesejahteraan para pegawai dalam suatu organisasi. 

Pada kenyataannya, ketidakmampuan atau ketidakrelaan memikul tanggung jawab pimpinan dengan mudah kehilangan kesetiaan atau pengakuan dari para pengikutnya.

Menurut Richard M Steers (1985:184-185) pengambilan keputusan dalam organisasi :
 ”Terdapat tiga tahap pengambilan keputusan, yaitu:
1.  Kegiatan intelegensi yang mencakup pengenalan masalah dan mencari sebab musabab masalah serta kemungkinan pemecehannya.

2 .
Kegiatan merancang, merumuskan dan menilai berbagai alternatif cara bertindak  dari sudut positif atau negatif masalah tersebut.

3.
Kegiatan pilihan, keputusan sendiri. Mutu keputusan yag dihasilkan kelihatannya sebagian besar dipengaruhi oleh keseksamaan tahap intelegensi dan perancangan”.

 Ciri para pemimpin yang efektif adalah kemampuannya mengambil keputusan yang tepat pada waktu,dan dapat diterima oleh pegawai. Selain itu juga  dalam meningkatkan efektivitas kerja,perbaikan sifat dan memanfaatkan sumberdaya  untuk tujuan pelaksanaan tugas. 
Selanjutnya Richard M.Steers dalam bukunya ”efektivitas organisasi” mengemukakan cara meningkatkan efektivitas adalah sebagai berikut. 

”perbaikan sifat dan mutu keputusan yang dihasilkan kemudian dapat ikut meningkatkan efektivitas melalui perbaikan alokasi dan pemanfaatan berbagai sumberdaya organisasi untuk tujuan pelaksanaan tugas”( Thompson,(1967:184).

Adapun  guna meningkatkan efektivitas atas sifat kepemimpinan dan pengambilan keputusan dalam organisasi adalah sebagai berikut. 

”peningkatan efektivitas keseluruhan organisasi. Ada lima cara yang dibahas :

1. pemilihan dan penempatan manajemen .

2. pendidikan kepemimpinan.

3. memberi imbalan pada prestasi pemimpin

4. memberi imbalan pada prestasi bawahan

5. teknik pengaturan organisasi” ”( Thompson,(1967:188).

Efektivitas merupakan suatu ukuran yang dinyatakan berapa jauh target (kualitas,kuantitas,waktu)telah tercapai.Efektivitas adalah kemampuan Untuk menentukan tujuan yang tepat (melakukan sesuatu yang tepat).

 ”Pengertian umum tentang efektivitas menurut Andre Hardjana adalah :

1. Mengerjakan hal-hal yang benar

2. Mencapai tingkat diatas pesaing 

3. Membawa hasil

4. Menangani tantangan masa depan

5. meningkatkan laba keuntungan

6. Mengoptimalkan penggunaan sumber daya”.
( Andre Hardjana dalam Audit Komunikasi,2001:78)
1.6 Metode dan Teknik Pengumpulan Data
1.6.1 Metode


Dalam penulisan laporan ini, penulis menggunakan metode deskriptif. Metode ini menggambarkan atau menjelaskan sesuatu hal kemudian diklasifikasikan sehingga dapat diambil suatu kesimpulan. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam memilih suatu kelompok manusia,suatu objek,suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang,(Nasir,1998:5)
1.6.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitiian ini melalui :

1. Studi pustaka, yaitu cara menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilakukan dengan mempelajari buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

2. Observasi, yaitu cara menghimpun data dengan melakukan praktek kerja lapangan langsung ke instansi yang terkait.

3. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pertanyaan –pertanyaan yang telah ditentukan untuk informan atau nara sumber.

1.6.3 Analisis Data


Suatu kegiatan yang mengacu pada penelaahan atau pengujian yang sistematik mengenai suatu hal dalam rangka menentukan bagian – bagian, hubungan diantara bagian dan hubungan dalam keseluruhan.


Ada tiga unsur utama dalam proses analisis data pada penelitian kualitatif yaitu :

1. Reduksi data 

Reduksi data adalah bagian dari proses analisis yaitu bentuk analisis untuk mempertegas, memperpendek, membuat focus, membuang hal yang tidak penting dan mengatur data sehingga dapat dibuat kesimpulan.


2.   Sajian Data 


Sajian data adalah susunan informasi yang memungkinkan dapat ditariknya suatu kesimpulan.

3.  Kesimpulan akhir pada penelitian kualitatif tidak akan ditarik kecuali setelah proses pengumpulan data berakhir. Kesimpulan yang dibuat perlu divertifikasi dengan cara melihat dan mempertanyakannya kembali, sambil meninjau secara pintas pada catatan lapangan untuk memperoleh pemahaman yang lebih tepat.
1.7 Jadwal dan Lokasi Penelitian


Lokasi penelitian yang akan penulis laksanakan yaitu pada kantor Bagian pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarata. Adapun jadwal penelitian yang telah direncanakan selama 6 bulan yaitu bulan Juli sampai dengan bulan  Desember 2006 yang terdiri atas :

1. Mengajukan surat ke kantor Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah  Kabupaten Purwakarta.

2. Pelaksanaan Kuliah Kerja Lapangan.

3. Pengumpulan data.

4. Penulisan Laporan.

5. Pengumpulan Laporan.
Tabel 1.1 Jadwal Kegiatan Kuliah Kerja Lapangan

	No
	KEGIATAN
	Juli
	Agus
	Sept
	Okt
	Nov
	Des

	1
	Pengajuan Surat ke Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kab Purwakarta
	
	
	
	
	
	

	2
	Pelaksanaan Kuliah Kerja Lapangan
	
	
	
	
	
	

	3
	Pengumpulan data
	
	
	
	
	
	

	4
	Penulisan Laporan
	
	
	
	
	
	

	5
	Pengumpulan Laporan
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